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ABSTRACT
Keywords: The Business Identification Number (NIB) is a business identity and is
NIB used by business actors to obtain business licenses and commercial or
MSME operational licenses, including to fulfill the requirements for business
0SS licenses and commercial or operational licenses. The purpose of having a

Business Identification Number (NIB) is to provide ease of licensing and
capital acquisition for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).
The data collection activities for Micro, Small, and Medium Enterprises
(MSMEs) were conducted at Saradan Village Hall, Baturetno Subdistrict,
Wonogiri Regency. The low ownership of the Business Identification
Number (NIB) is the driving factor for this activity. Activities are carried
out by: 1) data collection of Micro, Small, and Medium Enterprises
(MSMEs) in Saradan Village; 2) training using https://o0ss.go.id in direct
partnership with the One-Stop Integrated Investment and Service Office
(DPMPTSP); 3) coordination with hamlet heads related to licensing
activities; 4) data entry through the https://oss.go.id page and issuance
of the Business Identification Number (NIB) and; 5) submission of the
Business Identification Number (NIB) to the community. The total
number of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMESs) in Saradan
Village is 146, spread across nine hamlets, namely Munggung, Sobo,
Kedungleri, Saradan, Jati, Jarum, Belikrejo, Polaman, and Gedawung.
Business owners who already have a Business Identification Number
(NIB) can apply for Micro Business Productive Assistance (MBPA) in
Wonogiri Regency

ABSTRAK
Kata kunci: Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha dan
NIB digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin
UMKM komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan
0SS izin usaha dan izin komersial atau operasional. Tujuan kepemilikan

Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memberikan kemudahan izin dan
perolehan modal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Kegiatan pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)



mailto:asepyudha.w@gmail.com

dilakukan di Balai Desa Saradan, Kecamatan Baturetno, Kabupaten
Wonogiri. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih
rendah menjadi faktor pendorong adanya kegiatan ini. Kegiatan
dilaksanakan dengan cara: 1) pendataan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) di Desa Saradan; 2) pelatihan menggunakan
https://oss.go.id yang bermitra langsung dengan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); 3) koordinasi
bersama kepala dusun terkait perizinan kegiatan; 4) penginputan data
melalui laman https://oss.go.id dan penerbitan Nomor Induk Berusaha
(NIB) dan; 5) penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada
masyarakat. Jumlah total sebaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) di Desa Saradan 146 Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) yang tersebar dalam sembilan dusun yaitu Munggung, Sobo,
Kedungleri, Saradan, Jati, Jarum, Belikrejo, Polaman, dan Gedawung.
Pemilik usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
mampu mengajukan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di
Kabupaten Wonogiri.

PENDAHULUAN
Peningkatan perekonomian di Indonesia dapat ditingkat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) karena dengan adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
mampu mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pemasukan negara melalui
kegiatan ekspor dan impor, serta meningkatkan inovasi dan kreativitas masyarakat
(Kusmiati, 2022). Menurut Sarfiah (2019), Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan
bagian penting dari perekonomian suatu bangsa. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) memiliki skala usaha yang relatif kecil dan biasanya dijalankan oleh pemiliknya
sendiri serta karyawan yang dimiliki jumlahnya terbatas. Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) juga memilliki tantangan terkait akses modal, akses pasar, birokrasi
yang kompleks, dan sulitnya perizinan usaha (Mardhatillah, 2021). Modal merupakan hal
penting paling utama dalam usaha, namun permasalahan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) yang terjadi, yaitu lemahnya daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) lemah karena kurangnya dukungan modal dari perbankan terkait
peminjaman modal untuk usaha (W.R, Balafif and Wahyuni, 2021). Menurut Mulkhtar, D.F.
and Rahayu (2019), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih memiliki hambatan
meliputi keterbatasan dan kendala dalam permodalan perbankan sebagai penyalur kredit
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perlindungan khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu
didapatkan oleh pelaku usaha dalam menghadapi pasar bebas (Dabukke and Igbal, no
date). Salah satu perlindungan yang dapat dilakukan, yaitu memberikan kemudahan
terkait perizinan usaha. Kebijakan pemerintah seperti memberikan kemudahan perizinan
usaha dengan cara yang dapat dilakukan yaitu mengatur kegiatan yang mampu
mengurangi hambatan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut
Rahmanisa (2019), perizinan pemerintah yang resmi bagi pelaku usaha diperlukan agar
usaha yang dijalani pelaku usaha dapat berkembang dengan baik dan lancar serta
memiliki legalitas yang jelas.

Permasalahan perizinan usaha di Indonesia dikenal paling rumit dan dapat menjadi
hambatan besar bagi pertumbuhan bisnis. Beberapa tantangan yang dihadapi pelaku
usaha dalam proses perizinan usaha meliputi perizinan instansi pemerintah, adanya
tumpang tindih peraturan yang ditetapkan dalam kebijakannya, serta birokrasi yang
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lambat dan tidak adanya transparan pada kebijakan pemerintah yang berlaku. Pada era
modern sekarang perizinan usaha dapat dilakukan secara online melalui sistem Online
Single Submission (0SS). Online Single Submission (0OSS) adalah sebuah sistem yang
memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan izin usaha dan perizinan terkait lainnya
secara daring melalui satu portal atau platform tunggal. Tujuan utama dari Online Single
Submission (0SS) adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan
usaha dengan mengintegrasikan berbagai izin dan peraturan dari berbagai instansi
pemerintah ke dalam satu sistem yang terpusat. Dengan demikian, Online Single
Submission (0SS) dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan
mempercepat proses mendapatkan izin usaha di suatu negara atau wilayah. Sistem Online
Single Submission (0SS) biasanya diterapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya
untuk meningkatkan iklim investasi dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perizinan
penanaman modal dijelaskan setelah kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (1967). Hal itu
dimaksudkan agar pemulihan ekonomi pasca orde lama dapat berjalan dengan baik.
Kemudian, Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 1970 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967
Tentang Penanaman Modal Asing (1970). Peraturan tersebut kemudian disempurnakan
lagi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan perundangan terkait penanaman
modal berkembang hingga pemerintah mengeluarkan Peratulran Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Atau
Online Single Submission (0SS), (2018). Pasal 25 ayat (1) PP 24/2018 menyatakan bahwa
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku
usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk
pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Pemerintah di Indonesia berupaya meningkatkan perekonomian di Indonesia salah
satunya melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) untuk memudahkan perizinan dalam menjalankan usaha. NIB
menjadi identitas bagi pelaku usaha untuk pelaksanaan kegiatan berusaha bagi pelaku
usaha sesuai dengan usaha yang dijalankan. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)
menjadi hal penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena memudahkan
pelaku usaha dalam perizinan. Menurut Arsanto (2022), Nomor Induk Berusaha (NIB)
penting dimiliki pelaku usaha karena Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai Tanda
Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanan yang penting
terutama bagi pengusaha ekspor-impor. Pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen
registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usaha seperti Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti
registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan
registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS agar memperoleh
persetujuan otomatis dan tidak memerlukan tinjauan ulang dokumen.

Desa Saradan, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri memiliki potensi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada tiap wilayah dusunnya. Desa Saradan
terdiri atas sembilan dusun, yaitu Saradan, Sobo, Kedungleri, Belikrejo, Jarum, Gedawung,
Jati, Polaman, dan Munggung (Anonim, 2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
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yang ada di Desa Saradan meliputi penjual sayur keliling, toko kelontong, penjual jamu,
penjual keripik tempe, penjual tempe, serta penjual makanan dan minuman. Berdasarkan
data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Saradan terdapat 72
data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar, tetapi mereka belum
memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 74 data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) baru yang belum terdaftar kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih rendah menjadi salah satu faktor
pendorong adanya kegiatan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di
Desa Saradan, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Kegiatan pendataan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki tujuan mengetahui sebaran Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) di setiap dusun yang ada di Desa Saradan dan mendaftarkan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada agar memiliki Nomor Induk
Berusaha (NIB) sehingga usaha yang dijalankan memiliki legalitas untuk memudahkan
perizinan usaha di kemudian hari.

METODE

Kegiatan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilaksanakan oleh tim
KKN UNS 84 pada bulan Februari 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Saradan,
Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Kegiatan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) yang dilaksanakan merupakan kerjasama mahasiswa Tim KKN UNS
84 dengan perangkat Desa Saradan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP). Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan pendataan dengan
secara offline dan online. Pelaksanaan offline melalui tatap muka meliputi pengambilan
data dengan cara wawancara secara langsung dengan pelaku usaha dan penyerahan
berkas NIB dan koordinasi bersama kepala dusun yang ada di Desa Saradan terdiri dari 9
dusun yaitu Munggung, Sobo, Kedungleri, Saradan, Jati, Jarum, Belikrejo, Polaman, dan
Gedawung dengan tujuan mendapatkan izin kerjasama terkait pendataan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelaksanaan online meliputi pengisian formulir data Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui laman https://oss.go.id.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilaksanakan di
Desa Saradan, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah.
Penelitian ini dilakukan oleh tim KKN UNS 84 pada bulan Februari 2024 dengan
melibatkan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di
wilayah Desa Saradan (Koentjaraningrat, 1981; Creswell, 1994). Tentu saja dalam
pelaksanaannya Tim KKN UNS 84 dibantu oleh perangkat Desa Saradan dan difasilitasi
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Wonogiri. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif dan
metode kualitatif (kuanti-kuali) (Herdiansyah, 2012; Moleong, 2017). Adapun teknik
pendataan UMKM dilaksanakan baik secara offline maupun online. Pelaksanaan offline
melalui tatap muka meliputi pengambilan data dengan cara wawancara secara langsung
dengan pelaku usaha dan penyerahan berkas NIB dan koordinasi bersama kepala dusun
yang ada di Desa Saradan terdiri dari 9 dusun, yaitu Munggung, Sobo, Kedungleri, Saradan,
Jati, Jarum, Belikrejo, Polaman, dan Gedawung (Hermawan, 2019). Dengan demikian,
tujuan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengajukan
persyaratan guna mendapatkan izin berusaha dapat berjalan baik dan lancar. Addapun
pelaksanaan pendaftaran secara online meliputi pengisian formulir data Usaha Mikro,
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Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui laman https://oss.go.id. Adapun teknik penarikan
simpulan dilakukan secara induktif (Sugiyono, 2016).

Kebijakan pendataan NIB merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah
Pusat melalui Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan atau Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri untuk
mendaftarkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam sistem yang terintegrasi
sehingga ketika NIB diterbitkan mampu memberikan kemudahan bagi semua kalangan
pelaku usaha (Anonim, 2018). Kemudahan yang diperoleh bagi pelaku usaha yang
memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), salah satunya yaitu memperoleh dukungan akses
pinjaman yang terkait dengan aspek permodalan dari bank-bank pemerintah. Hal itu
dimaksudkan sebagai penunjang kemajuan usahanya. Selain itu, kalangan UMKM akan
mendapatkan semacam pendampingan sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam
mengembangkan potensi ekonomi yang ada.

Kegiatan pendataan usaha untuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) juga
memudahkan dalam penyaluran bantuan program pemerintah seperti Bantuan Produktif
Usaha Mikro (BPUM). Perizinan usaha yang diterbitkan dalam Nomor Induk Berusaha
(NIB) dilakukan melalui sistem Online Single Submission (0SS). Menurut (E. Widya, P.
Prananingtyas, 2019), perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik atau Online
Single Submission-0SS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online
Single Submission (0SS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati / walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Tim KKN UNS 84 bermitra langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam program pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) meliputi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelatihan
dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
kepada Tim KKN UNS 84 dan perwakilan perangkat desa. Pelatihan dilakukan untuk
mengajarkan kepada Tim KKN UNS 84 dan perangkat desa langkah-langkah mendaftarkan
Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan sistem Online Single Submission (0SS)
sehingga pelaku usaha di wilayah desa memiliki legalitas dengan bantuan perangkat desa
di kemudian hari. Tim KKN UNS 84 mengumpulkan data secara langsung dengan mengisi
formulir sesuai arahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) melalui wawancara secara langsung dengan pelaku usaha. Berdasarkan data
sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diperoleh di Desa Saradan
(Tabel 1). Sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Saradan
dikelompokkan menjadi beberapa kategori (Tabel 2).

Tabel 1. Sebaran UMKM di Desa Saradan Tahun 2024

Dusun Jumlah UMKM
Munggung 53

Sobo 15
Kedungleri 16
Saradan 5

Jati 1

Jarum 16
Belikrejo 15
Polaman -
Gedawung 25

Sumber : Data sebaran UMKM Desa Saradan 2024
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Tabel 2. Sebaran UMKM di Desa Saradan Berdasarkan Kategori Usaha Tahun 2024

Dusun Penjual Pertanian Toko Online Mebel Penjual
Makanan Kelontong  Shop Sayur
dan
Minuman
Munggung 41 4 2 1 5
Sobo 10 1 1 3
Kedungleri 8 3 3 2
Saradan 4 1
Jati 1
Jarum 7 2 2 5
Belikrejo 7 3 2 2 1
Polaman
Gedawung 15 10

Sumber : Data Sebaran UMKM Desa Saradan 2024

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Saradan sebanyak
146 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di sembilan dusun. Dusun
Munggung dan Gedawung merupakan dusun dengan sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) terbanyak yaitu 53 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
meliputi 43 penjual makanan dan minuman, 4 di bidang pertanian, 2 usaha toko
kelontong, 1 usaha onlineshop, dan 5 pedagang sayur. Dusun Jati merupakan dusun dengan
sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkecil yaitu 1 Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) kategori penjual makanan dan minuman. Data ini digunakan
untuk mengetahui sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa
Saradan. Seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdata belum memiliki
Nomor Induk Berusaha (NIB). Data wawancara dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) yang diperoleh kemudian direkap ke dalam Microsoft Excel. Tim KKN
UNS 84 menginput data yang diperoleh dari hasil wawancara melalui laman
https://oss.go.id untuk memvalidasi data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang
diperoleh sehingga pelaku usaha dapat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Gambar 1. Koordinasi bersama kepalé dusun terkait perizinan kegiatan pendataan UMKM
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PENDATAAN UMKM
DAN LEGALISASI

SIMPULAN

Kegiatan pendataan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) yang telah dilaksanakan Tim KKN UNS 84 telah mencapai keberhasilan.
Keberhasilan kegiatan ini ditandai dengan diperolehnya data sebaran Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) Desa Saradan serta pemerintah Desa Saradan telah mengetahui
data sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan telah diterbitkannya Nomor
Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalisasi usaha. Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) kemudian mampu
mengajukan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebagai bantuan modal usaha di
kemudian hari.
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